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WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR  52    TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT                        

DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH              

KOTA BENGKULU YANG MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN 

PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU                                   

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang : a. bahwa mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Bengkulu  Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan 

sampai bulan Desember Tahun 2017,  maka untuk 

menjamin kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Daerah 

Kota Bengkulu perlu melakukan pengeluaran kas untuk 

belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajibdi Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang 

mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, menyebutkan Pengeluaran kas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk 

untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala 

daerah; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Bengkulu tentang Pengeluaran Kas Untuk 

Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat 

Wajib di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang 

mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 

Tambahan  Lembaran  Negara   Republik   Indonesia 

Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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6. Peraturan  Pemerintah  Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 34,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 2854); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 
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13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2010 Nomor 

02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 

2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah(Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2017 

Nomor 06); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG 

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT 

MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU YANG 

MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 

2018. 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pengeluaran Kas 

Untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang 

Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang 

Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018. 

Pasal 2 

(1) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat 

mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

merupakan belanja dalam bentuk Gaji dan Tunjangan 

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk tunjangan 

Sertifikasi Guru dan Non Sertifikasi Guru serta 

Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bengkulu. 

(2) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat 

wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai 

berikut:  
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a. belanja pelayanan dibidang kesehatan, antara lain 

bahan kimia, obat-obatan, alat kesehatan dan bahan 

makanan pasien di pusat pelayanan kesehatan milik 

Pemerintah Kota; 

b. belanja makanan dan minuman pelayanan panti 

jompo dan panti asuhan yang dikelola Dinas Sosial 

Kota Bengkulu; 

c. belanja  yang telah terikat dengan perjanjian seperti 

pembayaran tagihan listrik, air, telepon, internet 

kantor;  

d. belanja bahan bakar/pelumas kendaraan dinas 

pemadam bahaya kebakaran, belanja bahan 

bakar/pelumas kendaraan truk pengangkut sampah; 

dan 

e. belanja untuk antisipasi bencana alam dan bencana 

sosial. 

f. belanja hibah dalam rangka Pilkada kepada KPU 

Kota Bengkulu, Panwaslu Kota Bengkulu, Dana 

Pengamanan Pilkada melalui POLRI dan Dana 

Pengamanan Pilkada melalui TNI.  

Pasal 3 

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2) 

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk masing-masing 

jenis belanja setiap bulannya ditetapkan sebesar satu per dua 

belas (1/12) dari jumlah pagu anggaran yang dialokasikan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Bengkulu Tahun Anggaran 2018. 

 

Pasal 4 

(1) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat(2) huruf e merupakan belanja untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang 

seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial 

yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 
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(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat(2) huruf f dapat diberikan sebesar pagu anggaran 

yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018. 

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan 

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 

 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal 28  Desember 2017 

WALIKOTA BENGKULU, 

Cap/dto 

H. HELMI HASAN 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal  28  Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

Cap/dto 

MARJON 

 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR  52 

 

 

 

 

 

     

   

 


